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WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

;, PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 KUPANG
NOMOR 3 24 TAHUN 1997
TENTANG
SAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM/TIDAK UMUM
pDALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA
WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

1 a. bahwa dengan _semnkin mantapnya per tumbuhan
pershonomian dan per tumbuhan pembangunan di Kotamadya
Kupang pada dewasa ini merangsang timbulnya usaha yang

bergerak dibidang jasa angkutanj

b. bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara pendapatan
dan penerimaan Daerah Kotamadya Dasrah Tingkat
Kupang dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk

keperluan pembangunan Daerah dalam rangka pening

pelayanan kepada masyarakat khususnya penyempur naan
atau pengembangan Fasilitas angkutan penumpang Umum,
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah
tentang lzin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor

umum/ tidak umum.

: 1. Undang - undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok
Femerintahan di Daarah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 8 30373

2. Undang - undang Nomar 1 64 Tahun 1958 tentang
FPembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali,Nusa Tenggara
Barat,Nusa Tenggara Timur <(Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun i9=s8 Nomor 2 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia MNomor 3 164933

3. Undang - undang Nomer 3 3 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1996 Nomor 1
43, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomort

363313

4. Undang — undang Nomeor 1 14 " tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonaia tahun 1992 Nomeor. 1 49, Tambahan lembaran

Negara republik indonesia Nomar } 3480)%

5, Undang — undang Nomor ¥ 2 Drt. tahun 1357 tentang
Peraturan umum Retribusi. Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 nomor =7, Tambahan

Lembaran Negara republ ik Indonesia Nomor 126885

£. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor @
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

13186

7. Undang - undang Nomor 3 8 Tahun 1981 tentang.Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

1981 Nomor s 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor t 3209)%

8. Paraturan Pemerintah Nomar 1 27 Tahun 1981 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 1981 Nomor
36, Tnm&ﬁhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:

3258)




e FEraturan Famer cntana  jomor 29 Tahun 1993,tentang
ANGKUTan  Jaian ‘hembaran Negara Repulik I'ndonesia
P&t 1 gn. am e ' O, Tambahan Lembaran Negarx
FEIO Lk SHeRHOER Y S Nome g B[9271,

. Peraturan Femerintan Nomnar 44 Tabun 1993 tentang
KB e A’y (dan Pwnu@mudj lembaran Megara Republik
idanesia Y abhon F3 Nomor g 64, Tambahan L.embaran
Nisgara Seau] e Lowiomnes1a Nomaor 1 3830);,

1. Keputusan Fer sama Menter i Perhubungan dan Menteri
Dajam Negery Momer K 30 Tabhun 1990 dan KM 95 Tahun
L 1V] et xng Pelabasanaan Feraturan Menteri Nomor zz

Tanun 1390 tertang Fanyerahan Sebagian Urusan
FESIR Y Y fvE A A Dl aa Bidang Laiu Lintas dan Angkutan
Jaiang {

12, Keputusan Ffienter Perhunungan Nomar 1 KM 68 Tahun 1933
tentang Penyelenggdraan Aagkutan Orang di Jalan dengan
Rernaraan Linoimy

Pittusan Menter i Perhubungan Nomar P69 Tahun 1993
Lentanng Peny@lengger&:n Angloatag Harang di Jalany

Tebe Imstroges Meoiteerd ajam Mergzr ) Republik Indonesia
Mmooy LIS } tahue {454 tentang Fernsriiban Fungutan
Dawrah;

& INe Fersturan Wexe-riaiy Kb sea cy o Lrasra Tingkat 171 Kupang

iCD Mg v PLE badwan 19ey, benitang Pemhentuk«n, Susunan

Lrgan)sas; e ) Rt & Ker ja  Dinas Lalu Lincas dan

ANgkutan datan.

Vg A FEr ety aian Lewan Fervari Lan kabkyat Liagran Kotamadya Daerah
Pangkat 4 ks .

VB LAtk a5 s FERATURAN D6 i KUOTAMADY A DAERAH TINEKAT ¢ KUFANG
VENTAMNIE § 3§ UBARN QNSKUT DENGAN KENDARAAN HERMG 1 OR
UUMZT D&k ke DAL Wi ayaH HOUTSMAapyYas DRERAH TINGKAT
T W s,

Mo o5 g,
KETENUAN  UMUM

Fasal 1,
s Dalam FPeraturan Dagran ynj Yang dimaksucd dengan
@:} “> Damran adalah Kotamadya Larvah Tingkat 11 Kupang;
De Femeriotak Dasranh adalan Femerintan Dawran Kotamadya
Daer s Pangkat 1) Kupangy
s wdlikmtamauya Repala  Dasrais Adalan walikmﬁamauya Kepala
Lawmr ah Pingkat Y Kupangs
Ue heoala Dinaa Laliy Lintas agn ANakutan Jalan adalan Kepala
binas Lalu Lantas  dapn Angiwtan Jalan Kotamadya Daeran
Frnmgkat 1t Kupang; .
¥ Kas Dasrah adslan kaws Femeraintan Kotamadya-uaerah Tingkat
Iy Kupangsy
Te 1210 Usaha ANkt an adalan lzan Usaha Angkutan dengan
retdaraan Hermo e Umiamy/ 7 ) daic Umum; i
G Femegang  jrxip Usaha  adalan rang/Badan Hukum yang
memneraleah (x4, tertuiia gayq Kepals Uinas Lalu Lintaws
QRN ANl ban J@jﬁn‘
: HRaRBan Gngkuan adalan Setiap usana baik bersirat
PR OO angan MR L g L Hacdan Hukum Yany
eyl engosratan pah@r;aan~nengangkutan Orang/Barang dari
DALY bempat Hm’tempmt lain dengan meEngqunakan Kendaraan

theonun MEGOLUN ) gan L, %/

Ne




3

RA K II. ‘
KETENTUAN I1Z1n UBQHQ ANIGKUTAN

Panval <.

(17 Linvuwk menyslenqggarakan Usaha fangkutan dengan Kendaraan Eermotor
Umum /Ty dak Umum  dalam D&arah, diwajihkan terlebih dahulu
meaperoalen jzan dari Kepala Jinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalang

(2 Untuk menperoleh Tzin Usaha Argkutan, tidak dipungut biaya.

Fasal &, 4

Fermohwmansan 1zin  Usaha &ogkutan sehagRinana dimaksud pada pasal 2

Ferabturan  Reervan ani, chiajukan  dengan  cara  dan syarat sebagai

DEy {hut: .

A/ Dnrat @Rracinan drajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lalu
tintas  dan Acnghutan  Jalan  yang menuai nama, alamat, pekerjaan
SRS beodare-n beraator dan peruntukan pengangkutany

. balam Sur&n Fep moionaty harus me lamplrkan ]

e Burat tanda Nomor Kendaraan Hermotor (STNKD

Ao Foay it Tanda Faaoiaus (T

s oDyArAETRyaral  lain yany  ditentukan oleh Walikotamadya Kepala
Dagrai %
e Nomar Mokok Wajih Fajak (MRWE> oan NFWRED.

Fagal 4.
Fein usana Gngrutan dengan hendaraan Bermotar Umum/Tidak Umum berlaku
untun  jarnghkea waktu  selama  perusabaan yang bersangkutan masih
e Rl ankan psabhanya. i
H & ®O(1).
FEMINDARAN HAR DAN | IDAK BEXLAKUNYA TZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal %.

CYo Fsmindanan Hak  atas lzin  iJsaha Angkutan dinyatakan sah setelan
wetalapa b pekunjuk dary Kepala Dinas Laiu  Lintas dan Angkutan
dalan Becara Lertuilsg : 4

atakar tirdak beriaku lagi apabila :

pEemegeng izlop 7 s

MR NNaARL U a dan memi1ndahkan hak atas izin

WEOAA sk L&l tanpa p&rﬁehujumn Kepala Dines Lalu Lintas

gan magkitan Jaleny

ViEr i@ Lisaba i

A. ALAs pEre
Bre e caang

T FPeonausahns dioyatakan pailit;

Ga Pgoanugey setbenbusn~ketentuan dalan Surat Izing

Hra REBAGASINY yangs Gulaparkan pada waktu mengajukan permohonan tidak
BaE GEnpan hkeadaan setelah beriakunya izin.

oA s 1V,
b LR Rl FENEAKBSAN AN FENGENDALIAN.

Fawal .

L3 LRLAM rangia  PEngawasan dan pengendalian Usaha Angkutan dengan

Rendaraan Bermotor Uomum/lidak Umum wajlb didaftarkan ulang setiap

Cltahun wuntuk  mendapatkan  Kartu Fengawasan Usaha Angkutan dan
membayar wetribusiy :

(2 Kartu Fengavssan  lUssha Angkutan  sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal 1ntl,  harus  selalu berada dalam Kendaraan yang

berganghutan . %/




1

* Penerima dan FPenyetor Dimas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

(37

(4)

2)

2>

4

B AEV.
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7.

Setiap Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum / Tidak Umum

baik Angkutan Orang maupun Barang dikenakan Retribusi Usaha

Angkutan setiap Tahun ;

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

untuk setiap Kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Umum Angkutan Orang sebesar Rp.15.000.-/Kendaraan/
Tahun j

b. Kendaraan Truck/Anghkutan RBarang sebesar Rp.15.000.-/Kendaraan/
Tahun j;

‘c. Kendaraan Pick Up / Angkutan Barang sebesar Rp.10.000.- /

Kendarana / Tahun.
R AR VI g
PELAKSANAAN FEMUNGUTAN DAN FENYETORAN

Fasal 8
Tata Cara Pemungutan Retribusi Usaha Angkutan dilaksanakan cleh
Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan Tanda
Pungutan Retribusi (TPRY vyang telah divalidasi oleh Dinas
Pendapatan Daerah j )
Semua hasil pungutan Retrubusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
pasal ini, disetor secara brutc ke Kas Daerah melalui Bendahara
’
Pengadaan dan Penyaluran Tanda FPungutan Retribusi Usaha Angkutan
Jalan dilaksanakan secara terpusat oleh Dinas Lalulintas dan
Angkutan Jalan ;
Kepada Juru Pungut diberikan Upah Fungut sebesar 5% ..dari hasil
pungutan. :

E AR VII
KETENTUAN FIDANA

Fasal 9
Barang siapa yang melanggara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan
selama — lamanya 3 (tiga) bulan ‘atau denda sebanyak - banyaknya
Rp.25.000.~ (dua puluh lima ribu rupiah)
Tindak Fidana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

EAER VIII
KETENTUAN PENYIDIXAN

Fasal 10
Selain Fenyidik Polri yang bertugae menyidik tindak pidana,
penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Feraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik
Fegawai Negeri Sipil (FPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah
Fengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang - Undangan
yang berlaku j
Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (FPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berwenana:

&. Menerima laporan dari secrang tentang adanya tindak pidana ; &/‘




7 VI A @B Al G ATIOAK AN Pertamas

. Menyuruh berhenti searan,

pengenal diri termangka ;

Melakukan penyitaan benda atay

Melakukan pemotretan terhadap

. Memanggil seseorang untuk
tersangka atau sakai ;

Q. Mendatangkan orang ahii  vang diperiuksn
dengan pemeriksaain perkarva j ¥

h. ‘Mengadaikan penghentian penyedikan satelah mendapat RretuniuN
dari penyidik Polri babwa tidak terdapat cukup bukiti atau
periativa tersebut bulzan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidiic Pelri meaberitahukan hal tersebut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau ke luarganya j 2

i. Mengadakar tindakar lxin menurct hukum yang bertangqung Jawab.

g A DB 1% :
KEVENTUAMN LAIN ~ L&YV
- Fana) i1
Hal =  hal yang oelun diatur daizm Favaturan Dawrah ini,: akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ualik ctamadya Kepala Dacrah
sepanjang mengenai pwlaksanaannya.
468 X :
- KETENTUAN  PERUTUPR
!
R:D Pazal 12
Farturan Daerah ini mulai berlaku padx tanggal diundanghan. .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabkan Pengundnngan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DITETAPKAN Di KUPANAG:
19 _Apyil 1997

efnur  Fepals Daerah 71nghmt I HNusa Tenggara Timur
geEoiapdtusan Negmar ..., 1«nggal,...,.ﬂ.. 1997

Dlun-angfén dalam Lembaran Dacrah Putamadfa Da@rah Tingkat 1I Kupang
Nomor @ 24 Tangale.r e eerenwenenn. : :

SEMRETARIS WILAYAH / DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPQN&

DRE. e F, PRANDA.
PENE I N A, R
MIF. &20 016 014,




